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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan di bidang 

spektrum frekuensi radio di wilayah perbatasan dan 

daerah perkembangan wilayah, perlu melakukan 

penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana 

teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio di 

lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan 

Perangkat Pos dan Informatika; 

 b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi memberikan persetujuan terhadap 

penyempurnaan kriteria klasifikasi dan penataan 

organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang 

monitor spektrum frekuensi radio sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a berdasarkan surat Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor B/310/M.KT.01/207 tanggal 31 Mei 

2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi 

Radio;   
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 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi 

Radio; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit 

Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3981); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54); 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang 

Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian 

dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM 

FREKUENSI RADIO. 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI 

 

Pasal 1  

(1) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum 

Frekuensi Radio merupakan unit pelaksana teknis di 

lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan 

Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum 

Frekuensi Radio dipimpin oleh Kepala. 

 

Pasal 2  

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi 

Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.  

 

Pasal 3  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum 

Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana dan program;  

b. pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber 

pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio; 

c. penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap 

penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard 

perangkat pos dan informatika; 

d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan 

spektrum frekuensi radio; 
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e. penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan 

Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta 

pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna 

frekuensi radio; 

f. pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan 

spektrum frekuensi radio; 

g. pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat 

monitor frekuensi radio; 

h. pelaksanaan ujian amatir radio; dan 

i. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan 

masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor 

Spektrum Frekuensi Radio. 

 

Pasal 4  

(1) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum 

Frekuensi Radio diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, 

yaitu: 

a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I; 

b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II; 

dan 

c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio. 

(2) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor 

Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Bagian Kesatu 

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I 

 

Pasal 5  

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; 

b. Seksi Pemantauan dan Penertiban; 
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c. Seksi Sarana dan Pelayanan; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Pasal 6  

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai 

tugas melakukan perencanaan dan program, urusan 

keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat. 

(2)  Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas 

melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, 

pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran 

terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan 

standar perangkat pos dan informatika, pengukuran 

serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio. 

(3)  Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas 

melakukan penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat 

Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna 

Frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang Biaya 

Hak Pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan 

masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, 

perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor 

frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio. 

 

Bagian Kedua 

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II 

 

Pasal 7  

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; 

b. Seksi Pemantauan dan Penertiban; 

c. Seksi Sarana dan Pelayanan; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Pasal 8  

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai 

tugas melakukan perencanaan dan program, urusan 

keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat. 
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